
GUBERNURSUMATERABARAT 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN 
KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan belanja bantuan keuangan 
terdapat berbagai permasalahan dalam perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan 
evaluasi belanja bantuan keuangan; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan
sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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(4) Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus dapat membentuk tim yang keanggotaanya berasal dari lintas
Satuan Kerja Perangakat Daerah di Daerah.

(5) Kabupaten/ Kota a tau provinsi lain penerima Dana Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus agar membentuk tim monitoring dan evaluasi Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus yang keanggotaannya berasal dari lintas
Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah yang bersangkutan.

16. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

17. Ketentuan pasal 31 dihapus.

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Sumatera Barat. 

Diundangkan di Padang 

pada tanggal 6 November 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINS! SU 

Ditetapkan di Padang 

pada tanggal 

GUBERN 

6 November 2023 

SUMATERA BARAT, 

ELDI 

BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 34

 






